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ABSTRAKSI

TINJAUN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP FUNGSI
KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN
DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI BIDANG KEPEGAWAIN

MENURUT KEPRES NOMOR 62 TAHUN 2001
(Study Kasus Pada Kantor Regional VI BKN Medan)

Oleh :

SUMARNI

Tidak bisa dipungkinn Pegawai Negeri Sipil adalah tulang
punggung pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional seperti yang
diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni’.... melindungi
segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum....”

Sesuai dengan perkembangan demokrasi dan tuntutan
reformasi setelah pasca pemilu 1999 dimana pemerintahn tidak lagi
didominasi oleh satu partai politik berpengaruh besar pada sistem
==mermtahan, bubungan antara pusat dan daerah serta dalam
peayelenggaraan pelayanan publik salah satunya terhadap sistem
Lrpegawain.

Guna mengadapi perubahan-perubahan tersebut pertu
=3anhangken pemerintahan negara yang bersih, bebas KKN dan

astesuns jawab untuk mendukung terciptanya pemerintah,

UNIVERSITASMEDAN AREA



seperti itu diperiukan sistem kepegawain baru yang dilandasi dengan
kebijakan Sumberdaya Manusia yang holistis dan terintegrasi.

Dengan bergulimya Undang-Undang Nomor 22 mengenai
pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan undang-undang
otonomi maka berakibat pada adanya perubahan sebagian besar
peraturan perundang-undangan dibidang kepegawain yang telah
disesuaikan dengan kondisi riil yang merupakan keinginan besar
masyarakat daerah. Salah satu akibat yang timbul tersebut ternyata
berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi kantor regicnal VI
Badan Kepegawaian Negara sebagian kewenangan di bidang
kepegawain Yang tadinya ~merupakan kewenangan Badan
Kepegawaian Negara dengan adanya otonomi maka sebagian
kewenangan tersebut harus diserahkan kepaca daerah.

Mengingat peran PNS yang duduk dalam pemernntahan
sangatlah stratejik agar teijadi persamaan persepsi di bidang
kepegawaian antara daerah yang satu dengan yang lain, Badan
Kepegawaian Negara Sebagai Pengelola Manajemen Pegawai Negeri
Sipil diharapkan dapat menyumbangkan perananya sebagai
kasalitator, fasilitator dan motivator bagi PNS yang berada pada
diwilayah kerjanya guna menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah
serta tetap terjaga norma, standar dan prosedur kepegawain nasional
dalam Kerangka Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia,
perubahan-perubahan yang terjadi ini sebagai kajian yang dilakukan

berdasarkan Hukum Administrasi Negara.
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KATA PENGANTAR

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA
PENYAYANG

Terlebih dahulu penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah
SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga
penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
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memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Bertitik Tolek dari tugas
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EKANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN
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MENURUT KEPPRES NOMOR 62 TAHUN 2001.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih
terdapat banyak kekurangan baik dari segi is: penguasaan meteri,
analisis masalah maupun pada susunan tata bahasanya. Oieh
karena itu pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan
saran dari semua pihak yang sifatnya konstruktif guna tercapainya
ebenaran ilmiah.

Dalam hal ini penulis merasa perlu untuk mengucapkan

tenma kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu
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Dimana jasa-jasa baik Bapak, lbu dan Saudara/ia diatas tidak

dapat penulis balas sepenuhnya, sehingga hal ini penulis serahkan
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Penulis
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BAB 1

PENDAHULUAN

Setelah Pemilu 1999 Indonesia mengalami beberapa
perubahan yang sangat mendasar dalam menata kehidupan
berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut adalah adanya

bahan sistem pemerintahan, hubungan antara pusat dan
d erah serta dalam penyelenggaraan pclayanan Publik.

Guna menghadapi perubahan-perubahan strategis tersebut,
perlu dikembangkan pemermtahan negara yang bersih, bebas
KKN dan bertanggung jawab. Untuk Mendukung terciptanya
pemerintah seperti itu diperlukan sistem kepegawaian negara
baru yang dilandasi oleh kebjjakan Pemberdayaan Sumber daya
Manusia yang Holistik dan terintegrasi.

Pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN
{Good Governance) adalah bentuk dan cara pemerintah yang
paling sesuar dan paling mampu menyelenggarakan sistem
ekonomi yang berwawasan kerakyatan, sistem multi partai yang
memeriukan pemerintahan koalisi, serta untuk mendorong
ketaatan hukum serta ketertiban umum yang menjadi ciri dari

suatu masyarakat madani. Dalam upaya untuk mengembangkan
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aparatur negara yang mampu melayani masyarakat madani
tersebut, pengembangan kepegawaian negara akan menjadi
bagian penting dalam penciptaan “Good Governancee Capability”

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah merupakan tonggak diawalinya
Otonomi Daerah. Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah
diharapkan daerah-daerah dapat menangkap peluang-peluang dan
potensi-potensi yang ada didaerah guna dimanfaatkan untuk
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat didaerah pada
khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam
pelaksanaan Otonomi Daerah haruslah ditkuti dengan pelaksanaan
desentralisasi urusan dibidang kepegawsian dari pusat ke daerah..
Penyerahan urusan dibidang kepegawaian ke daerah harus seiring
dan sejalan dengan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil
secara nasional.

Manajemen Pegawai Negert Sipil periu diatur secara
menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar dan prosedur
Yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan,
pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan, serta
pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen

Pcgawai Negeri Sipii, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun
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Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dengan adanya keseragaman
tersebut, diharapkan akan dapat tercapai kualitas Pegawai Negeri
Sipil yang seragam di seluruh Indonesia. Disamping memudahkan
penyelenggaraan manajemen kepegawaian, manajemen yang
seragam dapat pula mewujudkan keseragaman perlakuan dan
jaamunan kepastian hukum bagi selurth Pegawai Negeri Sipi}.!

Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang 43 tahun 1999
menyebutkan :@ "Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan
kebljaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan
Kepegawaian Negara”.2

Dari ayat diatas maka Badan Kepegawaian Negara adalah
suatu instansi yang ditunjuk oleh pemenntah untuk :

“Menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang

mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya PNS
dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian,
penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawatan,
mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahtecaan PNS, serta
memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang
menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah”.3

Badan Kepegawaian Negara adalah salah satu Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada dibawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Presiden untuk membantu

Pemerintah dalam menyempurnakan, memelihara  dan

! Penjelasan umum UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
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mengembangkan administrasi negara dibidang kepegawaian guna
menjamin kelancaran jalannya pemerintahan umum dan
pembangunan. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia
No. 62 tahun 2001 pasal 109 ayat (4) menyebutkan : “Sebagian
tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
Negara di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dalam
rangka melaksanakan administrasi dan menajemen kepegawaian
negara yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah
sesualr dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku™.3

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diikuti dengan
penyerahan urusan kepegawaian ke daerah sangat mempengaruhi
tugas pokok, fungsi dan kewenangan dibidang kepegawaian yang
sebelumnya dilakukan cleh BKN/Kanreg BKN. Dengan adanya
Otonomi Daerah semua tugas pokok, fungs: dan kewenangan
dibidang kepegawaian sebagian besar haruslah diserahkan kepada
Pemerintah Daerah, dan oleh karena itu penulis mencoba
memberikan gambaran ilustrasi mengenai alih transformasi tugas

pokok, fungsi, kewenangan dan peranan BKN/Kanreg BKN kepada

? [bid ha! 34

> 1bid hul 18

* Keppres Rl No 62 Tahun 200} tentang perubahan atas Keppres No. 166 tahun 2000 tenlang
kedudukan, tugas, fungsi kewcnangan, susunan organisasi dan tata kerja LPND
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Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten maupun Kota. Maka
gambaran ijustrasi tersebut akan penulis tuangkan melalui skripsi
yang beijudul : ‘Tinjauan Hukum Admurustrasi Negara terhadop
Fungst Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Pada
Era Otonomi Daerah Dalam Bidang Kepegawaian Menurut Keppres

Nomor 62 Tahun 2001”.

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Sebaga) pengantar untuk dapat memahami pembahasan
dalam skripsi yang diberi judul : "Tinjauan Hukum Administrasi
Negara terhadap Fungsi Kantor Regional VI Badan Kepegawaian
Negara Medan Pada Era Otonomi Daerah Dalam Bidang
Kepegawaian Menurut Keppres Nomor 62 Tahun 2001”, terlebih
dahulu penulis akan menerangkan pengertian dan batasan judul
tersebut sehingga dapat dimengerti dan jelas pemahamannya
sekaligus untuk mempertegas dan menghindari penafsiran yang
keliru.

Secara kronologis dari susunan kata-kata dalam judul
diatas dapat dikelompokkan menjadi : Tinjauan, Hukum

Administrasi Negara, Terhadap Fungsi, Kantor Regional VI BKN
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Model A - 12
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tanggal 17 Juli s/d § Agustus 2003 untuk bahan penyusunan
skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara
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Negara Medan Pada Era Otonomi Daerah Datam Bidang
Kepegawaian Menurut Keppres Nomor 62 Tahun 200%".
Selama melakukan Riset yang bessangkuvan dapat bekerja sama
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